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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 46 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor :                    

SE-100.3.4.3/0752/425.209/2023 tentang Penyesuaian 

Penggunaan Anggaran Melalui Refocusing Dan/Atau Realokasi 

Anggaran Untuk Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat Dan 

Belanja Yang Bersifat Wajib pada tanggal 23 Juni 2023; 

b. bahwa telah ditetapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Tahun 2022, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) atas sumber dana khusus dapat dianggarkan kembali 

mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai petunjuk teknis atau 

pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan 

Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Wali Kota; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan  Anggaran  Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402); 

25. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1372); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319); 

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7); 



- 6 -  

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 29); 

32. Peraturan Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  1  Tahun  2019 

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 56); 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2022 Nomor 9); 

35. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota 

Probolinggo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 86); 
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36. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 

Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2); 

37. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2023 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 

42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 42), diubah 

sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 3 Juli 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 3 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 46 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

HENDRA KUSUMA, SH 

NIP. 19830930 201001 1 015 

 


